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EPAT pada tahun ke-39
pengesahan Kenvens: PRE
tentang Pe

pemberi kerja dan PRT yang herarda
di balik kekerasan. diskrimanasi, dan

gala Bentuk Diskriminast
terhadap Perempuan iKonvens|
Perempuani. tanggal 34 Juli, kasus
kekerasan dan eksploitasi terhadap
seorang pekeria rumal langga (PRT)
bernama SK Odedio Indonesia, 22
Desember 2022) di
EKasus yang diadili di Pengadilan
Nugeri [akerta Selatan ing banyak
memperalel perhatian masyara-
kar karena ringkat kekejaman yang
dilakuken para terdalkwa tidak ter-
bayangkan bisa terjadi.
seperti sudah diduga, dengan
mengacy pada tnnwan jaksa, pu-
tusan hakim lehib rendah daripada
tuntutan kecuals terhadap
saru rerdakwa yang divanis 4 tahun
penjara. Terdakwa juga diwajibkan
membayar resilous) sehesar Rp273
Jura, jumlah yang dir

keploltast yang tevjadi,
(I(\ak mampu menyentuh nmam
para hakim,

Sehetuinya, diskriminasi et
hadap SK juga telal terjads sejak
di tingkat kepolisian, Upaya para
pendamping dari Jula PRT dan APIK
Jakarta, juga kesaksian ayah SK
untuk meyakinkan babhwa kasus
ini bukan hanya kefahatan KDRT
tapi juga kekerasan seksual, ditolak
polisi. Pengakuan terdakiwa hahwa
mereka telah melakukan penyiksaan
pada bagian kemaluan SK juga tidak
mampu menggugah hakim untuk
memperhaiki dakwan jaksa

Masukan dari Sahahat Pengadilan
Lamicus Curiae) isampatkan
APIK, LEH APIK Semarang dan
Medan, LEH Semarang. dan mung-
in dar) crganisasi Jalnnya unik
membaniu asumsi

aleh LFSK. Di persidangan terdakiva
memberikan tambahan Rp200 juta
bagai bentuk bantsan, dan i
dipentimbangkan sebagai hal yang
meringankan terdakwa

Kasus SK sendiri seperti juga
kasus-bkasus kekerasan terhadap PRT
lainnya, merupakan bentuk nyata
dari sebuak perbudakan modern
Pada umumnya, calon-calon PRT
direkrut penyalur di desanya, atau
FRT datang mencari pekerjaan me-
lalui penyalur. Para pembers kerja
menghubungi penyalur dengan
mambayar sejumlah nang jasa. Se-
lanjutnyga, menandatangani kantrak
kerja dengan wakiu tertentu, dan
dalam wakru tertentu tersebut PHT
Aflarang mengundurkan diei meski
kondis) kerpa tidak sesual dengan
yang ada dalam kontrak

Balam konreks ini, hubungan
PRT dan pemberi kerjanya seperti
hubungan jual beli, Tidak menghe
rankan jika dalam kontrak kerja e
ik banyak kewajiban FRT daripada
hak baknya, Dalam kasus SK, misal
nya, tidaks ada batasan jam kerja dan
jemis pekerjaan vang menjads kewa-
jibannya. Selama bekerja sejak April
hingza September 2022 SK tidak
pernah menerima upal. Yang jelas,
tidak ada sanksi hagi pemberi kerja
yang tidak membayar upahny:

Benyalur PRT yang menjadi me-
diatornya juga tidak membantu
Hahkan kantrak kerjanya pun tdak
diberikan kepada SK, lronisnya,
& vekan kerjanya yang lan malah
membaniu pembert kerja ferdak
wal ikut menyiksanya, tanpa dapat
menclaknya, Das fakea ol berapa
berkuasanya pemberi kerja techa-
dap PRT-nya, bahkan unik mela
0 kejahatan terbadap rekan
erjanya sendiri pun. mercka
tidak sanggup menulik, Kasus SK
adalah cantoh nyata sebuah perbu-
dakan modern.

Sangat disavangkan bahwa Ma-
jelis Hakim PN Jakarta Selatan
yang mengadili perkara ini tidak
mampu melihar kenyataan ini
Dari hukuman yang dijatuhkan,
PN [akarta Selatan tidak mampu
mengabstraksi kasus SK dari asas
yang paling mendasar bagi penga-
Ailan: keadilan soswl dan keadilan
gender, Padahal Peraturan MA No
X201 sudah memberikan pedoman
untuk menerapkan asas tersebul,
Ketimpangan relasi kuasa autars

ar
asurmsi yang ada di balik kekerasan.
diskraminast, dan eksplomas yang
terpadi dalam kasus SK ini, diabaikan
begitg sajo. APTK. misalnya, memint,
ajulis hakm untuk mempesbaiki
kesalalian awal pulisi dan jaksa
yang tdak memasukkan U0 Tindak
Pidana Kekerasan Scksuil,

Sebetulnya, majelis Hakim se-
cara ex officio dapat melakukan
penemuan hukum berdazarkan
ketenruan-ketentuzn dalam Kon-
vensi Perempuan. Fasal 5 (Pengha-
pusan Pembakuan Peran Gender)
dan 14 eemberdayaan din Per-
lindungan Perempuan Perdesaan)
Konvensi Perempuan mewajibkan
negara termasule majelis hakim le-
weal putusannya untuk melakukan
tindakan Yang tepat, Uk menghis
puskan diskriminasi dan melakukan
pemberdayaan perempien miskin
perdesaan seperti SK inis

APIE juga mesminta Majelis Hakii
PHN Jakarta Selatan untuk memper-
hitungkan hilangnya kesempatan
bekerja dan bidup layak karena SK
saal ini telah menjadi penyanda;
disabilitas. Tidak semestiny
i yang diberikan kepada SK yang
jumlahnya jauh dari kerugian dan
penderitaan yang dialami oleh SK
sampai seumur hidupnya menjadi
pertimhangan untuk mengurang
ancaman hukuman sehagaimana
pedoman yang dikeluarkan oleh Ke-
jaksaam Agung BRI Mo 1 Tahun 2021
Dengan ketentuan tni, Kelaksaan
Agung seolal menjarikan proses
peradilan sebagai pasar empat jual
beli hukuman,

Trarl lkasus 5K ini dan Juga ribuan
kasus kekerasan, diskriminasi,
dan eksploitasi yang dialami PRT
bails di dalam maupun di luar
nwegeri, cukuplal bagt kita untuk
Lidark mengulur wakiu lagi dalam
memberikan perlindungan hu-
kum kepada PRT yang jumlahnya
semakin bertambah. Survei ILD
2017 menyatakan bahwa jumlah
PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta
arang. Dengan hertambah cepat

Nursyahbani Katjasungkana
Ketua Pengurus fsosizsi LBH APIK Indonesia

tahunnya
ditary
get cukup
tinggi. Ti-
dak ma-
lukah kita
kepada me-
reka, karena
mereka ser
Fyatenya telen
ikut membanin
Perekonoimian

Indunesia, dan
babkan bukan t-
dak mungkin ikut
membayar gaji
para pejabal ne-
gara kita. Terma-
suk para hakim.
polisi, jaksa, bah-
san anggela DPR
dan pejabat peme-
rintah yang lain®

Pengakuan, hak,
dan peredistribusian
PECP dalam judul tu
Lsan ink bukan singkatan
dars ‘pember harapan
palsu’ sebagalmana sering
digunakan kaum milenial
bings mmercka yang sering memberi-
kart harapan palsi dalam hubungan
prrcintaan atau perkawanan, mesks
memang para PRT selama 19 tahun
terakhir ini senantissa diberika
harapan palsu sleh DER. Usulan RUL
FERT dari Jala PRT hersama masya-
rakat sipil lainnya sejak 2004 Lelah
dimasukkan dalam Program Legis-
lasi Nusional. Namun, RUU tersebut
tidal kunjong menjadi prinritas

bet helas di
indanesia 5 tahun terakhir, jala PRT
memparkirakan jumlah rerseb re-
Iah mencapai 10 juta nrang
Kontribusi mereka terhadap kel
arga dan pembangunan di desanya
sangat signifikan, bahkan penda
patan PRT vang bekerja di Liar neger(
menjadi devisa negara yang setiep

meski pada awalnya,
anggora Praks POLF (yah Gneng
Fitalokal dan PP (Asnkaveatil telan
mengadvokasikannya

Fralksi hesar lain wakiu itu me
nolaknya karena menganggap FRT
sebagal sektor informal tidak peciu
tawe cawe’ negara. Mereka meng
anggap balwa PRT berada dalam

g o

Ling.
Kingan
hukum
adat dan
budaya
tndone-
sia yang
didasarkan
pada asas
Kekeluargaan
1sielh Suatw
b bien g an
kekeluargaan
yang manipu-
Jatit, menginga

kundisi kerja
mereka yang
eksplaitat

Baru pada 2022
Bagan Legislasi DPR
akhirnya membahas
RUL PRRT, dan pada
awal 1ahun ini di-
sahkan
aleh
sidang
Pari
purna
DFR sebag
RUU Inisiatif DPR
Abas kepurusan Ter
sebut, Presiden segera mengelu-
arkin surat presiden untuk sezera
membatisnya dan pemeratah pun
tefah memmbuat daflar Isian mass-
luh yang telub diserahkan kepada
DPR pada 22 hiei yang lalu. Namun,
sampai masa sidang ke-2 tahun ind
berakhir, dan beberapa RUU mun
disahkan. agenda 3

besar justre menolak RUL ini se-
jak awal pembahasan di Kadan
Legislas

Kenyataan il sungguh menye
dikon karens nasib sekelompok
besar masyarakar perdesaan yang
termarginallan - mayortas peren
vang selama ini belum mem-
sh manfaat pembangunan,
dijadikan permainan pulitik
sekelompok orang, yang justcn
telah memperoleh mantaat tidak
terhingga atas kehadiran dan kon-
tribusi mereka dalam mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga
sehingga mereka (para pemberi
kerja) itu dapat berkiprah di ranah
produkair.

Namun, ini deri kensep PHP yang
ingin saya kemukakan dalam tulisan
ini ialah berkaitan dengan peng-
akuan, hak, dan peredisiibnzian
{pendapatanikekayaan), Konsep PHP
i dalam bahasa [nggris Triple &

tapi hasilnya tidak menjadi dasar
bagi pengakuan pekerjaan dan
perbaikan hadup mereka. Hal yang
masih melekat kuat karena FRT
melakukan pekerjaan yang menjad;
dnmain perempuan dan dianggap
alamiah, Kavena iu dianggap tidak
perls memperoleh pendidikan dan
peningkatan keterampilan. Dun,
karena itu, tidak pula memerlukan
perlindungan hukum, termasuk G-
dak perlu memperolel upal yang
layak dan jaminan kesehatan.
Fikiran tidak adil ini sudah se-
harusnya dibuang jauh-jauh cleh
pimpinan dan para anggola DPR
vang selama ini menghambat
pengasahan RUU FPET. Hubungan
kerja tidak ditentukan aleh lokasi
@i rumah, ataw di pabrik atau di
kantar. tetapi ditentukan nleh
produk yang dihasilkan-hagi FRT
produk utamanya lalah layanan
jasa-dan kesepakatan vang dibuar,
RU

0 vights and redistribe
u-:m: clulntmduks.: oleh wieringa
dan ¥argas (19933 guna mengatasi
segala bemuk keumpangan sosial
dan gender

Konsep ini diperlukan pada sek-
Lo pok masyarskat dan khususnya
perempuan vang sering mengalami
diskriminasi dan kekerasan akibat
tidak atlanya pengakuan. perlin-
dungan hak. dan peredistribusian
pendapatan atau kekaysan (negara)
elitel.

Berbagai kebijakan yang diberi-
kan pemerintah kepada meraka
sehingga menguasal sebagian besar
sumber daya alam dan ekonomi
telah memarginalkan sekelom-
pok besar masyarakat khususnya
perempuan . Pendekatan dengan
prmberian bansos dan BUT sebe
narnyE mengasumsikan bahwa
rakyat hanya berhak atas remab-
remah Kue pembangunan, yang
i sekali Udak sustain karena
Lebih bersilan karitatl ketimbang
pemberdayaan

Data terbaru yang dikemukakan
olen Muhammad Maruf SE Exacu-
tive Directar and Head of CHBC [n-
donesia Research (Fakla Telanjang
Ketimpangan Ekeromi RL Juli 2023},
menunjukkan bahwa pascapan
demi, jurang kaya dan miskin makin
melebar. Tanpa hansos dan BT atau

U PRRT menjadi LU
adalab bentuk pengakoan aras pe
kerjaan PRT yang memberikan jasa
Jayanan rumah tangga. Karena i,
hak-hak mereka harus dijamin dan
dilindungi.

Penerapan kensep PHE khu-
susnya teckait peredistiribusion
mutlak harus dipahami oleh setiap
pembiat kebijakan. Pendistribusian
pendapatan den kekaysan inagara)
adalah sebuah cara unruk melaku-
kan reparasi sosial atas berbagai
ketimpangan dan kemiskinan sik-
ural yang tarja

Feredistribusian kekayaan dan
pendapatan jugs harus dilakekan
ferutama karena saat ini hanya
diokupasl oleh sekelompok kecll
yang memperoleh privilese atas
kebyjakan leblpakan permerintal,
sermasuk insentt pajak yang me
reka nlkmat selama ing, DER dan pe
merintah mempunyan kesempatan
untuk melakukan pemberdayaun
perempuan perdesaan dengan
mengesahkan RUU PRRT

Pengesahan RUU PPRT mutlak
untuk segera dilakukan demi me-
Tindungi 10 juta orang PRT yang
jumlahnya kian lama kian membe-
sar. Belum terhitung mereka yang
bekerja di Juar negeri. DPR dan
pemerintah, sesuai dengan fungsi
dan mandat kanstitusionalnya

PKH maka jumlah mas yang
hidug di hawah garis kemiskinan
akan bertamhaly sebesar 33%,

Data swu juga menyebutkan babwa
upalh raa rata buroah di empat sek
tor (sejumlah 94,2 jutal hanya se
besar Rpa.4 juta dan kesenjangan
upah berdasarkan gender juga
cukup besar Sebaliknya, penikmat
indusici ekstraklil berpesta pora
dengan kekayaan melmmpak, Menu-
rut Globul Wealth 2017

mempunyal wntuk me-
lakukan reparasi snsial ekonomi
serta afirmasi terhadap kelnmpak
perempuan peedesaan ini, serta
menghapus sereotipe dan pemba
Kuan peran gender yang mengaki
barkan diskriminass, kekecasan, dan
eksploitasi terhadup mereka
Konvensi Perempuan juga me-
mandatkan kepada setiap negara
‘[dug,lm.r‘lhhkdh untuk melaksana-
[t

harta milik empat crang terkaya di
Indonesia sama dengan gabungan
kekayaan 100 jula orang termiskin.
ata ini. Menteri Ke-

PPET tidak kunjung ada h:ar.
Senrang anggnte PR dari Praks:
PKE dalam sebuah seminar baru-
haru ini menyatakan hahwa kUL
PPRTini sarar dengan nuansa politik
herkaitan dengan cost and benefit
sleetaral vang skan diperoleh partai
partas yang ada di DFR. Terdapat
persangan antarfraksh untuk men
dapatkan kredit darl pengesahan
RUL ani, mengingat fraks: frakes:

uangan Sri Mulyani mengakui
bahwa periumbuhan ekannmi i
fndnnesia tidak berujung pada
kesetaraan, hahkan dampaknya
semakdn harkeurang (BRC Newe Jn-
domesia, 2017

Sementara fon, PRT karena di
golongkan buruh pada sekrar infor
inal ndak dibitung kentribust eko
nominya ertalap pembangunan
negara, Mereka ada dalan surver,

an
Yiuatdvan terhadap perempuan
tanpa kecuali. Kebijakan afirmasi,
baik yang tercantum dalam Pasal
4 Konvensi Perempuan maupun
Pasal 26 H dan 28 [ UUD 1945,
hendaknya tidak hanya hisa dinik-
mati sekelompok perempuan elite
atau menengah atas, yang dengan
mndal sosial dan finansialnya dapar
merah pemenuhan hak-hak sosial
politik dan ekonnminya secara
penuh. Kebijakan tersebut juga
dibutuhkan oleh seorang yane ber
nasibsepert SK dan kawan kawan
PET lainnya,
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